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Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan tertua yang dikenal dan 

dipraktekkan oleh sebagian masyarakat di dunia, jauh sebelum kelahiran agama 

Islam. Islam bukanlah pelopor poligami melainkan sebagai pembaharu dari sistem 

poligami yang sebelumnya tidak terbatas. Islam menetapkan batasan empat orang istri 

dan mewajibkan suami berlaku adil, yang hal ini tidak pernah diatur sebelumnya.  

Pada perkembangannya praktek poligami diatur melalui peraturan perundang-

undangan. Di Indonesia peraturan tentang poligami terdapat dalam pasal 4 dan 5 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk membedakannya 

pada pasal 4 disebut persyaratan alternatif yang harus dipenuhi salah satunya agar 

bisa berpoligami, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri 

mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak 

dapat melahirkan keturunan. Sedangkan pada pasal 5 disebut persyaratan kumulatif 

yang harus dipenuhi seluruhnya agar bisa berpoligami, yaitu adanya persetujuan 

istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup  istri-istri dan anak-anak  mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri-istri mereka. Tujuan dari adanya persyaratan-persyaratan 

tersebut  agar poligami yang dilakukan tidak seenaknya dan memiliki kekuatan 

hukum. Akan tetapi apakah hal ini sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam, karena 

seperti yang diketahui lahirnya UU No.1 tahun 1974 berdasarkan hukum Islam. Pada 

disiplin ilmu ushul fikih ada salah satu metode yang bisa dijadikan tinajuan untuk 

persoalan ini yaitu maslahat mursalah. Metode maslahat mursalah kerap kali 

dijadikan sandaran dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan Islam. Hal ini 

yang membuat membuat penulis merasa tertarik meneliti apakah persyaratan 

poligami yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan 

ketentuan maslahat mursalah. 

Jenis peneltian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan 

tertulis. penulis menggunakan studi kepustakaan mengenai persyaratan poligami yang 

diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditinjau dari maslahat mursalah, 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sifat pada penelitian ini adalah studi 

literatur. Bahan hukum diperoleh dengan studi pustaka. Untuk mengolah bahan 

hukum yang diperoleh penulis menggunakan analisis deskriptif analitis dan analisis 

isi (content analysis).   



Dari hasil analisis menggunakan teori maslahat mursalah yang digunakan 

Imam Malik, Abdul Wahab Khallaf, dan Al-ghazali diperoleh kesimpulan bahwa 

persyaratan poligami yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974, baik yang bersifat 

alternatif maupun kumulatif telah memenuhi ketentuan maslahat mursalah. Hasil dari 

penelitian ini tentu akan semakin menguatkan pelaksanaan dari peraturan perundang-

undangan tersebut.  


